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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdadarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dalam tindak 

penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak yakni 

melihat pertimbangan yuridis yang didasarkan atas fakta-fakta yuridis 

yang terungkap didalam persidangan seperti dakwaan Penuntut Umum 

yang dalam perkara ini mendakwa Anak Pelaku dengan dakwaan 

Subsidairitas, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, 

dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana serta melihat pertimbangan 

non yuridis atau pertimbangan sosiologis dengan melihat latar belakang 

terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Selain itu dalam 

putusan pengadilan hakim juga menimbang bahwa dalam persidangan 

hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pidana, baik sebagai 

alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta menimbang atas hasil 

Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas agar Anak Pelaku dijatuhi pidana 

penjara. Namun dalam hal penyelesaian perkara pidana anak, hakim perlu 

mengupayakan adanya diversi pada anak melalui pendekatan keadilan 

restoratif yang telah diatur dalam Perma 
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Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang salah satunya bertujuan untuk menghindarkan 

anak yang berkonflik dengan hukum dari perampasan kemerdekaan. Anak 

merupakan genarasi penerus bangsa, oleh sebab itu anak harus dilindungi 

karena merekalah yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa 

Indonesia. 

B. Saran 

Hakim dalam memutus suatu perkara terhadap anak yang 

melalukan tindak pidana yang dijatuhkan dengan putusan pidana penjara 

hendaknya perlu mempertimbangkan pelaksanaan pemberian diversi pada 

anak, hal ini bertujuan untuk menghindarkan anak yang berkonflik dengan 

hukum tersebut dari perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan 

pengaruh yang buruk bagi anak baik secara psikologis maupun status 

sosialnya. Pemberian diversi pada anak juga dilakukan untuk menanamkan 

rasa tanggung jawab pada anak, sehingga disamping pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non 

yuridis, hakim juga perlu mempertimbangkan penerapan diversi pada anak 

melalui pendekatan restoratif terutama bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum guna mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan 

kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. 
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